MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (9)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6018);
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Menetapkan

4. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun
2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 40);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi
konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

2. Lembaga Pengembangan Jasa  Konstruksi yang
selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga yang
dibentuk Menteri untuk menyelenggarakan sebagian
kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi.

3. Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang
bekerja di bidang Jasa Konstruksi.

4. Tenaga Kerja Konstruksi Asing adalah Tenaga Kerja
Konstruksi warga negara asing yang bekerja di wilayah
Indonesia.

S. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi adalah organisasi
dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu

bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi,
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10.

11.

12.

13.

14.

berbadan hukum, dan Dbertanggung jawab atas
pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.

Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah organisasi
berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa
Konstruksi.

Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi adalah
organisasi berbadan hukum yang mewadahi wusaha
terkait material konstruksi, peralatan konstruksi,
teknologi konstruksi, dan sumber daya manusia.

Institusi Pengguna Jasa Konstruksi adalah instansi atau
badan, baik pemerintah atau swasta, yang memiliki atau
memberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa
Konstruksi.

Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat
LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan
sertifikasi profesi dan dibentuk oleh Asosiasi Profesi Jasa
Konstruksi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan
pelatihan konstruksi yang memenuhi syarat, yang
dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang
selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang
melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang
dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.

Akreditasi Asosiasi adalah kegiatan penilaian dan
pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
Lisensi adalah izin yang diberikan untuk
menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa Konstruksi.
Lisensi LSP adalah izin yang diberikan oleh Badan
Nasional Sertifikasi Profesi kepada LSP untuk
menyelenggarakan proses sertifikasi Tenaga Kerja
Konstruksi.

Lisensi LSBU adalah izin yang diberikan oleh LPJK
kepada LSBU untuk menyelenggarakan proses sertifikasi

Badan Usaha Jasa Konstruksi.
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15.

16.

17.

18.

Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari
masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau
kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang selanjutnya disebut Kementerian PUPR adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk pembentukan,
pembinaan, dan pengawasan LPJK.
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan
partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi melalui LPJK

yang berkualitas, bertanggung jawab, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

o P

© o o

™

pembentukan dan kedudukan;
tugas dan fungsi;

pengurus LPJK;

sekretariat LPJK;

pendanaan; dan

pembinaan dan pengawasan LPJK.
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BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk LPJK.

Pasal 5

LPJK merupakan lembaga nonstruktural yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 6

LPJK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

LPJK mempunyai tugas melaksanakan registrasi, akreditasi,

penetapan penilai ahli, pembentukan LSP, pemberian lisensi,

dan penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, LPJK menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan registrasi terhadap badan usaha Jasa
Konstruksi, pengalaman badan usaha Jasa Konstruksi,
Tenaga Kerja Konstruksi, pengalaman profesional Tenaga
Kerja Konstruksi, lembaga pendidikan dan pelatihan
kerja di bidang konstruksi, dan penilai ahli;

pelaksanaan akreditasi terhadap Asosiasi Badan Usaha
Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan
Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi;

pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi
penilai ahli;

pelaksanaan penetapan tim penilai ahli yang teregistrasi

dalam hal terjadi kegagalan bangunan;
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pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam rangka
Lisensi LSP;

pembentukan LSP untuk melaksanakan tugas sertifikasi
kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan oleh LSP
yang dibentuk Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi atau
lembaga pendidikan dan pelatihan;

pelaksanaan pemberian Lisensi LSBU;

pelaksanaan penyetaraan Tenaga Kerja Konstruksi Asing;
dan

pengelolaan aplikasi program pengembangan keprofesian

berkelanjutan.

BAB IV
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 9
Susunan organisasi pengurus LPJK terdiri atas:
a. ketua; dan
b. anggota.
Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah gasal dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berasal dari unsur:
a. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang
terakreditasi;
b. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang terakreditasi;
c. Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi
kriteria; dan
d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi
kriteria.
Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pengurus LPJK dapat berasal dari unsur Asosiasi terkait

Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi.
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(5)

Institusi Pengguna Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:

a. pemerintah; atau

b. swasta.

Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan  oleh = Menteri setelah  mendapatkan
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
harus ditetapkan paling lambat bulan Desember 2020.
Struktur Organisasi LPJK sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10
Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a merangkap sebagai anggota.
Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh
Menteri.
Masa jabatan pengurus LPJK sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) selama 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua

Lingkup Tugas Ketua dan Anggota

Pasal 11

Ketua LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf a mempunyai tugas:

memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi LPJK;
mengoordinasikan para anggota dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya;

menetapkan rencana kerja LPJK;

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas LPJK secara
berkala kepada Menteri; dan

melakukan pengawasan internal terhadap kinerja LPJK.
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Pasal 12

Anggota LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf b mempunyai tugas:

a.

membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan
kewenangan LPJK serta menyusun laporan sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing;

berkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan
yang ditetapkan oleh Menteri;

menyiapkan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan
LPJK;

melaksanakan tugas Ketua LPJK dalam hal berhalangan
melaksanakan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Ketua LPJK;

menghadiri rapat LPJK; dan

memberikan saran dan pertimbangan dalam perumusan

rancangan kebijakan kepada Menteri.

Bagian Ketiga

Pemilihan Pengurus

Paragraf 1

Panitia Seleksi

Pasal 13
Pemilihan pengurus dilakukan oleh panitia seleksi yang
ditetapkan oleh Menteri.
Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. pengarah;
b. kelompok kerja penilai pengurus; dan
c. sekretariat.
Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit meliputi:
a. menetapkan daftar calon peserta uji kelayakan dan

kepatutan pengurus yang memenuhi syarat;
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(4)

b. menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan
pengurus, termasuk menetapkan lembaga psikologi
independen untuk melaksanakan asesmen psikologi;

c. menetapkan hasil uji kelayakan dan kepatutan
pengurus; dan

d. mengusulkan calon peserta yang lulus uji kelayakan
dan kepatutan berdasarkan kemampuan dan
kapasitas tertinggi kepada Menteri sebanyak 2 (dua)
kali lipat dari jumlah pengurus yang harus
ditetapkan Menteri.

Tugas dan tanggung jawab pengarah, kelompok kerja

penilai pengurus, dan sekretariat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertugas dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Paragraf 2

Tahapan Pemilihan

Pasal 14

Tahapan pemilihan pengurus terdiri atas:

a.

penetapan usulan calon pengurus yang berhak mengikuti
uji kelayakan dan kepatutan;

uji kelayakan dan kepatutan;

penetapan calon pengurus yang lolos uji kelayakan dan
kepatutan;

pengajuan persetujuan calon pengurus kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan

penetapan susunan kepengurusan LPJK.

Pasal 15
Calon pengurus yang berhak mengikuti uji kelayakan
dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf a dapat diusulkan dari:
a. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang
terakreditasi;

b. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang terakreditasi;
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(2)

(7)

-10 -

c. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi
kriteria; dan
d. Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi
kriteria.
Selain usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengurus LPJK dapat diusulkan dari Asosiasi terkait
Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi.
Setiap asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) dapat
mengajukan paling banyak 1 (satu) nama untuk
mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
Penetapan nama calon pengurus dari perguruan tinggi
atau pakar dan Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dan huruf d, ditetapkan melalui rapat
pengusulan calon pengurus yang dilakukan oleh
perguruan tinggi atau pakar dan Institusi Pengguna Jasa
Konstruksi.
Penetapan nama calon pengurus sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disepakati dalam bentuk berita acara.
Tata cara pengusulan calon pengurus oleh Asosiasi
Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa
Konstruksi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi
yang terakreditasi tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Kriteria dan tata cara pengusulan calon pengurus oleh
Institusi Pengguna Jasa Konstruksi dan perguruan tinggi
atau pakar tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 16
Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:
a. asesmen psikologi; dan

b. asesmen substansi.
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(2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
a. ujian secara tertulis;
b. membuat tulisan singkat terkait dengan:
1. visi dan misi apabila terpilih menjadi pengurus;
dan
2. pandangan terkait dengan permasalahan jasa
konstruksi beserta alternatif solusinya terkait
tema yang ditetapkan.

c. observasi langsung melalui wawancara.

Pasal 17
Prosedur rinci dalam penilaian dan penetapan pengurus yang
lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf c tertuang dalam prosedur operasional

standar yang dibuat oleh kelompok kerja penilai pengurus.

Pasal 18
Dalam pengajuan persetujuan calon pengurus kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf d, Menteri menyampaikan sebanyak 2

(dua) kali jumlah pengurus yang akan ditetapkan.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Persyaratan Pengurus

Pasal 19
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengurus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. sehat jasmani dan rohani;
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bersedia ditempatkan di Ibukota Negara Republik
Indonesia;

lolos uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan
oleh Panitia Seleksi;

tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;

tidak merangkap sebagai pengurus asosiasi selama
menjabat sebagai pengurus LPJK;

berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada
saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Institusi
Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari pemerintah;
berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada
saat pendaftaran bagi calon pengurus selain dari Institusi
Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari pemerintah;
calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi
yang berasal dari pemerintah bersedia melepaskan
jabatan strukturalnya setelah penetapan Menteri;

belum pernah menjabat kepengurusan LPJK dalam 2
(dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak
berturut-turut.

calon Pengurus dari Asosiasi Badan Usaha Jasa
Konstruksi dan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi memiliki
pengalaman kerja terkait jasa konstruksi minimal 10
tahun dan berpengalaman menjadi pengurus asosiasi
sekurang-kurangnya 3 tahun.

calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi
memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi minimal 10
tahun.

calon pengurus dari perguruan tinggi dan/atau pakar
memiliki pengalaman terkait dengan konstruksi minimal

10 tahun.

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 20

Keanggotaan pengurus berhenti dan/atau diberhentikan jika:
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meninggal dunia;

mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan
alasan yang dapat diterima oleh Menteri;

berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat lagi;

tidak cakap jasmani atau rohani;

tidak menjalankan tugas sebagai anggota LPJK tanpa
alasan yang sah;

melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan LPJK;
melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan
dengan kepentingan negara;

melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mendapat
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
dan/atau

melanggar sumpah/janji sebagai anggota LPJK.

Pasal 21

Pengurus yang mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b harus mengajukan
permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada
ketua LPJK disertai dengan alasan.

Permohonan pengunduran diri secara  tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam
rapat pleno yang dipimpin oleh ketua LPJK untuk
memperoleh klarifikasi.

Dalam hal hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menerima alasan pengunduran diri, ketua LPJK
mengusulkan pemberhentian pengurus yang
mengundurkan diri kepada Menteri.

Dalam hal Menteri menyetujui usulan pemberhentian
pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri

menetapkan pemberhentian.
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Paragraf 3

Penggantian Antarwaktu

Pasal 22

Penggantian antarwaktu pengurus LPJK dapat dilakukan
dalam hal terdapat pengurus berhenti atau diberhentikan
sebelum masa tugas kepengurusan selesai.

Pengurus yang berhenti atau diberhentikan pada
penggantian antarwaktu dapat digantikan oleh calon
pengurus yang sudah mengikuti uji kelayakan dan
kepatutan.

Penggantian antarwaktu dilakukan sesuai dengan
tahapan pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14.

BAB V
SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, LPJK
dibantu oleh Sekretariat LPJK yang berada di
Kementerian PUPR.
Sekretariat LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara teknis operasional bertanggung jawab kepada
Ketua LPJK.
Sekretariat LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara administratif bertanggung jawab kepada direktur
jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
Jasa Konstruksi.
Sekretariat LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Sekretaris.
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(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara
ex-officio dijabat oleh sekretaris direktorat jenderal yang

menangani tugas dan fungsi di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 24
Sekretariat LPJK mempunyai tugas memberikan dukungan

administratif dan teknis operasional kepada LPJK.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, Sekretariat LPJK menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan
kegiatan LPJK;

b. pemberian dukungan administratif kepada LPJK;

c. pemberian dukungan teknis operasional kepada LPJK;

d. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga,
administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
dan

e. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan
informasi serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat

LPJK.

Pasal 26
Sekretariat LPJK terdiri atas:
a. bagian administrasi; dan

b. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Bagian Administrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27
Bagian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
administrasi umum, pengelolaan data dan informasi, serta
pemberian dukungan administratif di bidang lisensi,

akreditasi dan registrasi.
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Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27, bagian administrasi menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja serta laporan kegiatan LPJK;

pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga,
administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan
informasi serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat
LPJK; dan

pelaksanaan pemberian dukungan administratif dan
teknis operasional di bidang lisensi, registrasi, dan

akreditasi.

Pasal 29
Bagian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 dipimpin oleh kepala bagian.
Bagian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang

memberikan dukungan administratif.

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan

fungsional dalam pelaksanaan dukungan teknis operasional

sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(1)

Pasal 31

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30, ditetapkan koordinator
pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan
ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Sekretariat LPJK.

Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan

fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas
koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 32

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf b dan Pasal 29 ayat (2) terdiri dari
berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban
kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
Perubahan atas susunan organisasi Sekretariat LPJK dalam
Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah
mendapat  persetujuan  tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur

negara.

Bagian Ketiga

Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 34
Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural

eselon Ill.a.

Pasal 35
(1) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi

pelimpahan wewenang oleh Menteri.
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Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (2) dan Pasal 30 diangkat dan diberhentikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 36
Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
dan fungsi LPJK dan Sekretariat LPJK bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan  belanja negara
Kementerian PUPR; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan yang
dilakukan LPJK merupakan penerimaan negara bukan
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 37
Pembinaan terhadap LPJK dilakukan oleh Menteri.
Menteri dapat menugaskan wunit organisasi yang
menangani tugas dan fungsi di bidang Jasa Konstruksi
untuk melakukan pembinaan kepada LPJK.
Pengawasan terhadap LPJK dilakukan oleh Menteri.
Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk tim pengawas.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38
LPJK Nasional dan LPJK Provinsi yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tetap menjalankan
tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja
sampai dengan pengurus LPJK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 39
(1) Aset berupa sistem informasi dan dokumen penting
terkait Jasa Konstruksi yang dikelola LPJK Nasional dan

LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

diserahkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan pada saat pengurus

LPJK ditetapkan oleh Menteri.

(2) Selain Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPJK

Nasional dan LPJK Provinsi harus:

a. mengembalikan aset lainnya milik Kementerian
kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan
terhitung sejak ditetapkannya pengurus LPJK;

b. mengembalikan aset lainnya milik pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan
terhitung sejak ditetapkannya pengurus LPJK; dan

c. menyelesaikan aset selain huruf a dan huruf b
secara internal sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Pada saat pengurus LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ditetapkan oleh Menteri, LPJK Nasional dan LPJK Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dinyatakan bubar.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus,
Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 328

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

NIP=196272251993011001
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